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ABSTRAK 

 
The purpose of this research is to analyze the economic growth in regency area on the for 

corridors in Province of East Java; to analyze the imbalance among the regencies on the four corridors 
in East Java; to analyze the convergence among the regencies on the four corridors in East Java. 

There is still an unstable condition on the growth average in the whole regencies/cities in East 
Java, sometimes increasing and sometimes decreasing. On the average growth of the four corridors 
in East Java, South East corridor has the highest average on economic growth. It is because the 
regency/city in that corridor becomes an economic central in East Java. 

From the analysis of discrepancy, it can be showed that there is still discrepancy enhancement 
among the regencies on the four corridors in East Java. From the convergence analysis, there is not 
a lot of enhancement on the economic growth in those four corridors on the regency level. It shows 
that there is still necessity on amelioration in any sector to enhance the economic growth. 
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PENDAHULUAN 
 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu 
proses di mana Pemerintah Daerah dan 
masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada 
dan membentuk suatu pola kemitraan antara 
Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk 
menciptakan suatu lapangan kerja baru dan 
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 
(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. 
Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan 
dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur 
ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan 
pendapatan antar penduduk, antardaerah dan antar 
sektor. Akan tetapi pada kenyataanya bahwa 
pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti 
pemerataan secara memadai. 

Di negara-negara sedang berkembang, 
perhatian utama terfokus pada dilema komplek 
antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. 
Keduanya sama-sama penting, namun hampir selalu 
sulit diwujukan bersamaan. Pengutamaan yang satu 

 
 
 
akan menuntut dikorbankanya yang lain. 
Pembangunan ekonomi mensyaratkan Gross 
national Product (GNP) yang tinggi dan untuk itu 
tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan 
yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah 
bukan hanya soal bagaimana cara memacu 
pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan 
dan  berhak  menikmati  hasil-hasilnya. 
Penanggulangan  kemiskinan/kesenjangan 
pendapatan kini merupakan masalah pokok dalam 
pembangunan dan sasaran utama kebijakan 
pembangunan di banyak negara (Todaro,2000:177). 

Hal tersebut di atas selalu terjadi karena 
pembangunan, dalam lingkup negara secara spasial 
tidak selalu berlangsung sistemik. Beberapa daerah 
mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa 
daerah lain mengalami peetumbuhan yang lambat. 
Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan 
yang sama di sebabkan oleh karena kurangnya 
sumber-sumber yang di miliki, adanya 
kecenderungan peranan modal (investor) memilih 
daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki 
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fasilitas seperti sarana perhubungan, jaringan listrik, 
jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga 
tenaga kerja yang terampil di samping itu adanya 
ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan 
dari pemerintah pusat kepada daerah. 

Pemerintah Daerah di Indonesia telah 
mengalami perubahan seiring dengan di 
berlakukannya otonomi daerah. Dengan 
mendekatkan pembuatan keputusan ke daerah, 
Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan 
kepada Pemerintah Daerah baik untuk mengatur 
urusan pembangunan ekonominya sendiri. 
Pemberlakuan otonomi daerah juga berarti 
Pemerintah Daerah harus memiliki rencana 

 
 
ekonomi daerah yang baik untuk menyediakan 
kesejahteraan bagi penduduknya. UU No. 25 tahun 
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, akan membawa 
angin segar bagi daerah untuk dapat menggali dan 
mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri 
sehingga ketimpangan antar penduduk, antardaerah 
dan antar sektor secara bertahap dapat diperkecil. 

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama 12 
tahun (1997-2007) mengalami fluktasi terlebih pada 
tahun 1998 terjadi penurunan PDRB akibat krisis 
ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang pada 
tahun 1996 mengalami peningkatan 7,36 %, pada 
tahun 1998 turun menjadi minus 14,70 %. Pada 
tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 
mencapai 3,31 %. 

 
Gambar 1. Peta 38 Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propinsi Jawa Timur sendiri terbagi menjadi 
38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota. 
Propinsi Jawa Timur terbagi lagi menjadi beberapa 
koridor yang meliputi kabupaten/kota yang ada di 
Propinsi Jawa Timur, yaitu : 
1. Koridor Utara Selatan terdiri dari Gresik - 

Surabaya - Sidoarjo – Mojokerto – Pasuruan 
– Malang – Blitar, Batu. 

2. Koridor Barat Daya terdiri dari Jombang - 
Kediri - Tulungagung - Trenggalek - Nganjuk 
- Madiun - Ponorogo - Pacitan - Magetan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Koridor Timur terdiri dari Probolinggo - 

Situbondo - Bondowoso - Lumajang - Jember 
- Banyuwangi. 

4. Koridor Utara terdiri dari Lamongan - Tuban 
- Bojonegoro - Ngawi - Bangkalan - Sampang 
- Pamekasan - Sumenep. 
Perbedaaan tingkat pertumbuhan dan 

pembangunan wilayah akan membawa dampak 
pada perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, 
yang pada akhirnya justru akan menyebabkan 
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ketimpangan regional antardaerah semakin besar. 
Pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan yang 
tidak merata justru akan semakin menghambat 
pertumbuhan wilayah yang relatif tertinggal akan 
semakin tertinggal. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk 
mengambil kebijaksanaan dalam pengalokasian 
dana pembangunan kepada kecamatan sesuai 
kondisi alamnya yang dapat dikembangkan. 

Pemahaman terhadap ketimpangan akan 
menjadi lebih komprehensif, bila dilakukan dalam 
suatu kurun waktu. Hal itu dilakukan untuk 
mencirikan apakah ketimpangan makin membesar 
(divergen) atau makin mengecil (konvergen). 
Penelitian ini akan mengetengahkan kajian tentang 
ketimpangan dan konvergensi antar kabupaten pada 
empat koridor di Propinsi Jawa Timur. 

 
Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Mengamati pertumbuhan ekonomi tingkat 

kabupaten pada empat koridor di Propinsi 
Jawa Timur; 

2. Menganalisis ketimpangan antar kabupaten 
yang terjadi pada empat koridor di Propinsi 
Jawa Timur 

3. Menganalisis konvergensi antar kabupaten 
yang terjadi di empat koridor di Propinsi Jawa 
Timur 

 
METODELOGI PENELITIAN 

 
Penelitian ini akan mengamati empat koridor 

di Jawa Timur yang meliputi koridor utara selatan, 
koridor barat daya, koridor timur, dan koridor utara. 

Data 
Studi ini mengandalkan pada berbagai data 

sekunder yang berasal dari kabupaten dan propinsi 
maupun data-data penunjang lainnya. Data yang 

 
 
Statistik) tahun 2008 “Pendapatan Regional 
Propinsi Jawa Timur Tahun 2000-2007” Propinsi 
Jawa Timur. Didukung pula data publikasi 
kabupaten dan kota di Jawa Timur. 
 
 
Unit Analisis 

Studi ini akan memfokuskan analisis pada 
daerah dan kawasan. Pertanyaan yang mungkin 
muncul adalah: tingkat daerah mana yang harus 
dipilih sebagai unit analisis? Studi-studi regional 
maupun sektor industri umumnya diagregasi paling 
jauh hingga tingkat provinsi (Aziz, 1994; Hill, 
1989: bab 11; Hill, 1996; WB, 1996; Wibisono, 
Suryadi, & Rayer, 1992). Pada studi ini, untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan dan 
konvergensi ekonomi antar wilayah, akan 
digunakan data pada tingkat lebih kecil daripada 
propinsi, yaitu tingkat kabupaten/kota yang 
meliputi 29 kabupaten dan 9 kota. 
 
Metode Analisis 
a. Penghitungan Pertumbuhan Ekonomi 

 
Pertumbuhan ekonomi biasanya dihitung dari 

pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. 
Pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten pada 
empat koridor di Propinsi Jawa Timur dihitung dari 
pertumbuhan PDRB Kabupaten yang didasarkan 
atas dasar harga konstan 2000. Penghitungan 
pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun 
dirumuskan sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
dimana: 

PE = Pertumbuhan Ekonomi; 
PDRBt = PDRB tahun ke t; 
PDRBt-1 = PDRB tahun ke t-1. 

diperlukan diantaranya PDRB harga konstan dan 
berlaku, jumlah penduduk, profil wilayah, potensi 

b. Analisis Indeks Williamson 

wilayah serta data pendukung lainnya. Periode 
pengamatan tahun 2000-2007. 

Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari data publikasi BPS (Badan Pusat 

Untuk mengatehui ketimpangan pembangunan 
antar kabupaten yang terjadi pada empat koridor di 
Jawa Timur, dapat dianalisis dengan mengunakan 
indeks ketimpangan regional (regional in equality) 
yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. 
Indeks ketimpangan regional ini semula digunakan 
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Tahun Indeks Williamson Indeks Entropi Theil 
2000 0,135 0,125 
2001 0,136 0,125 
2002 0,137 0,125 
2003 0,138 0,125 
2004 0,141 0,125 
2005 0,143 0,125 
2006 0,144 0,126 
2007 0,145 0,126 

Rata-rata 1,401 0,125 

 
 
 

Dalam mengidentifikasi pertumbuhan 
ekonomi pada empat koridor di Kabupaten Propinsi 
Jawa Timur, berikut akan dipaparkan pertumbuhan 
ekonomi rata-rata pada tingkat kabupaten pada 
masing-masing koridor di Propinsi Jawa Timur. 

Pada Koridor Utara Selatan Jawa Timur 
pertumbuhan rata-rata mengalami fluktuasi selama 
periode pengamatan tahun 2000 sampai 2007. Rata- 
rata pertumbuhan tertinggi pada tahun 2004 
mencapai 5,68%, sedangkan pertumbuhan terendah 
pada tahun 2001 sebesar 3,74%. 

Pada Koridor Barat Daya Jawa Timur, 
pertumbuhan rata-rata juga mengalami fluktuasi 
selama periode pengamatan tahun 2000 sampai 

 
 
3,80% sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 
2001 sebesar 2,64%. 

Dari pengamatan di atas dapat dijelaskan 
bahwa pertumbuhan rata-rata seluruh kabupaten/ 
kota di Jawa Timur masih mengalami ketidak 
stabilan pertumbuhan ekonomi. Kadang meningkat 
kadang juga mengalami penurunan. Pada 
pertumbuhan rata-rata ke empat koridor di Jawa 
Timur, koridor Utara Selatan yang memiliki rata- 
rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Ini 
dikarenakan kabupaten/kota yang berada pada 
koridor tersebut merupakan pusat-pusat 
perekonomian di Jawa Timur. 

2007. Rata-rata pertumbuhan tertinggi pada tahun 
2004 mencapai 4,31% sedangkan pertumbuhan 
terendah pada tahun 2002 sebesar 2,55%. 

2. Analisis Ketimpangan Antar Kabupaten Pada 
Empat Koridor di Jawa Timur 

Pada Koridor Timur Jawa Timur, pertumbuhan 
rata-rata juga mengalami fluktuasi selama periode 
pengamatan tahun 2000 sampai 2007. Rata-rata 
pertumbuhan tertinggi pada tahun 2004 mencapai 
5,15% sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 
2001 sebesar 3,14%. 

Pada Koridor Utara Jawa Timur, pertumbuhan 
rata-rata juga mengalami fluktuasi selama periode 
pengamatan tahun 2000 sampai 2007. Rata-rata 

Berdasarkan jumlah penduduk dan produk 
domestik bruto (PDRB) per kapita kabupaten di 
Koridor Utara Selatan Jawa Timur yang meliputi 
Kabuapetn Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, 
Malang, Blitar, serta Kota Surabaya, Batu, 
Pasuruan, Mojokerto, Malang, Blitar tahun 2000- 
2007 dapat dihitung indeks ketimpangan 
Williamson dan indeks Entropi Theil seperti pada 
tabel 1. 

pertumbuhan tertinggi pada tahun 2004 mencapai 
 

Tabel 1. Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil Koridor Utara Selatan Jawa Timur 
2000-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data BPS, diolah 
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Tahun Indeks Williamson Indeks Entropi Theil 
2000 0,290 0,152 
2001 0,299 0,158 
2002 0,291 0,159 
2003 0,295 0,159 
2004 0,303 0,158 
2005 0,307 0,158 
2006 0,310 0,158 
2007 0,313 0,158 

Rata-rata 3,011 0,158 

Tahun Indeks Williamson Indeks Entropi Theil 
2000 0,357 0,105 
2001 0,366 0,105 
2002 0,363 0,105 
2003 0,357 0,104 
2004 0,352 0,104 
2005 0,349 0,104 
2006 0,346 0,104 
2007 0,343 0,103 

Rata-rata 0,354 0,104 

 
 
 

abel 1. menunjukkan angka indeks 
ketimpangan PDRB per kapita antarkabupaten di 
Koridor Utara Selatan Jawa Timur tahun 2000-2007 
yaitu 1,401 untuk indeks Williamson dan 0,125 
untuk indeks entropi Theil. Kondisi menunjukkan 
bahwa masih ada peningkatan kesenjangan antar 
kabupaten di Koridor Utara Selatan Jawa Timur. 

 
 

Pada Koridor Barat Daya Jawa Timur yang 
meliputi Kabupaten Jombang,   Kediri, 
Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Madiun, 
Ponorogo, Pacitan, Magetan serta Kota Kediri, 
tahun 2000-2007 dapat dihitung indeks 
ketimpangan Williamson dan indeks Entropi Theil 
seperti pada tabel 2.. 

 
Tabel 2. Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil Koridor Barat Daya Jawa Timur 

2000-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2. menunjukkan angka indeks 
ketimpangan PDRB per kapita antarkabupaten di 
Koridor Barat Daya Jawa Timur tahun 2000-2007 
yaitu 3,011 untuk indeks Williamson dan 0,158 
untuk indeks entropi Theil. Kondisi menunjukkan 
bahwa masih ada peningkatan kesenjangan antar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada Koridor Timur Jawa Timur yang meliputi 
Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, 
Lumajang, Jember, Banyuwangi serta Kota 
Probolinggo dapat dihitung indeks ketimpangan 
Williamson dan indeks Entropi Theil seperti pada 
tabel 3 

kabupaten di Koridor Barat Daya Jawa Timur. 
 

Tabel 3. Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil Koridor Timur Jawa Timur 2000-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data BPS, diolah 
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Tahun Indeks Williamson Indeks Entropi Theil 
2000 0,357 0,0913 
2001 0,366 0,0913 
2002 0,363 0,0912 
2003 0,357 0,0911 
2004 0,352 0,0911 
2005 0,349 0,0911 
2006 0,346 0,0911 
2007 0,343 0,0911 

Rata-rata 0,354 0,0912 

Tahun Koefisien Variasi Standar Deviasi 
2001 2,51 5,26 
2002 16,92 13,76 
2003 2,99 5,99 
2004 8,43 9,28 
2005 2,59 5,45 
2006 2,19 5,01 
2007 1,87 4,63 

 
 
 

Tabel 3. menunjukkan angka indeks 
ketimpangan PDRB per kapita antarkabupaten di 
Koridor Timur Jawa Timur tahun 2000-2007 yaitu 
0,354 untuk indeks Williamson dan 0,104 untuk 
Jawa Timur indeks entropi Theil. Kondisi 

 
 

Pada Koridor Utara yang meliputi Kabupaten 
Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Bangkalan, 
Sampang, Pamekasan dan Sumenep dapat dihitung 
indeks ketimpangan Williamson dan indeks Entropi 
Theil seperti pada tabel 4 

menunjukkan bahwa masih ada peningkatan 
kesenjangan antar kabupaten di Koridor Timur Jawa 
Timur. 

 
Tabel 4. Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil Koridor Utara Jawa Timur 2000-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data BPS, diolah 
Tabel 4. menunjukkan angka indeks 

ketimpangan PDRB per kapita antarkabupaten di 
Koridor Utara Jawa Timur tahun 2000-2007 yaitu 
0,354 untuk indeks Williamson dan 0,0912 untuk 
indeks entropi Theil. Kondisi menunjukkan bahwa 
masih ada peningkatan kesenjangan antar 
kabupaten di Koridor Utara Jawa Timur. 

Konvergensi bruto atau sigma (s) 
pertumbuhan  ekonomi  diukur  dengan 
menggunakan ukuran dispersi yang dalam hal ini 
adalah koefisien variasi dan standar deviasi. Tabel 
5 memuat hasil perhitungan koefisien variasi dan 
standar deviasi tersebut. 

 
1. 

 
Analisis Konvergensi Antar Kabupaten Pada 
Empat Koridor di Jawa Timur 

 
Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kabupaten Pada Koridor Utara Selatan Jawa 

Timur dilihat dari koefisien variasi dan standar deviasi 2001-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: diolah dari BPS, 2001-2007 
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Tahun Koefisien Variasi Standar Deviasi 
2001 4,32 7,03 
2002 3,01 5,86 
2003 0,40 2,14 
2004 15,77 13,43 
2005 0,91 3,23 
2006 0,79 3,00 
2007 0,69 2,80 

Tahun Koefisien Variasi Standar Deviasi 
2001 12,78 11,92 
2002 34,73 19,64 
2003 5,42 7,76 
2004 8,65 9,80 
2005 11,95 11,52 
2006 11,05 11,08 
2007 10,24 10,67 

 
 
 

Dari tabel di atas terlihat bahwa dispersi 
pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten 
mengalami peningkatan. Untuk koefisien variasi 
meningkat dari 2,51 menjadi 13,081. Sedangkan 

 
 
standard deviasi meningkat dari 13,026 menjadi 
14,973. Kondisi ini menjunkkan belum adanya 
perbaikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 
kabupaten di Koridor Utara Jawa Timur. 

 
Tabel 6. Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kabupaten Pada Koridor Barat Daya Jawa Timur 

dilihat dari koefisien variasi dan standar deviasi 2001-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: diolah dari BPS, 
2001-2007 

Dari tabel di atas terlihat bahwa dispersi 
pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten juga 
mengalami peningkatan. Untuk koefisien variasi 
meningkat dari 12,201 menjadi 13,081. Sedangkan 

standard deviasi meningkat dari 13,026 menjadi 
14,973. Kondisi ini menjunkkan belum adanya 
perbaikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 
kabupaten di Koridor Utara Jawa Timur. 

Tabel 7. Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kabupaten Pada Koridor Timur Jawa Timur 
dilihat dari koefisien variasi dan standar deviasi 2001-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: diolah dari BPS, 
2001-2007 

 
 

Dari tabel di atas terlihat bahwa dispersi 
pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten 
mengalami peningkatan. Untuk koefisien variasi 
meningkat dari 0,40 menjadi 15,77. Sedangkan 
standard deviasi meningkat dari 2,14 menjadi 13,43. 

 
 
 
Kondisi ini menjunkkan belum adanya perbaikan 
pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten di 
Koridor Utara Jawa Timur. Masih perlu 
pembenahan di segala sektor untuk lebih dipacu 
pertumbuhannya. 
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Tahun Koefisien Variasi Standar Deviasi 
2001 8,673 6,582 
2002 12,201 13,026 
2003 13,081 14,973 
2004 7,675 5,155 
2005 7,823 5,355 
2006 7,460 4,869 
2007 7,124 4,440 

 
 
 

Tabel 8. Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kabupaten Pada Koridor Utara Jawa Timur 
dilihat dari koefisien variasi dan standar deviasi 2001-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: diolah dari BPS, 
2001-2007 

 
Dari tabel di atas terlihat bahwa dispersi 

pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten 
mengalami peningkatan. Untuk koefisien variasi 
meningkat dari 12,201 menjadi 13,081. Sedangkan 
standard deviasi meningkat dari 13,026 menjadi 
14,973. Kondisi ini menjunkkan belum adanya 
perbaikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 
kabupaten di Koridor Utara Jawa Timur. 

Dari pembahasan ke emapat koridor di atas 
menunjukkan masih perlu pembenahan di segala 
sektor untuk lebih dipacu pertumbuhannya. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
a. Pertumbuhan rata-rata seluruh kabupaten/kota 

di Jawa Timur masih mengalami ketidak 
stabilan pertumbuhan ekonomi. Kadang 
meningkat kadang juga mengalami penurunan. 
Pada pertumbuhan rata-rata ke empat koridor 
di Jawa Timur, koridor Utara Selatan yang 
memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 
paling tinggi. Ini dikarenakan kabupaten/kota 
yang berada pada koridor tersebut merupakan 
pusat-pusat perekonomian di Jawa Timur. 

b. Dari analisis kesenjangan, dapat ditunjukkan 
bahwa masih ada peningkatan kesenjangan 
antar kabupaten di ke empat koridordi Jawa 
Timur. 

c. Dari analisis konvergensi menunjukkan belum 
adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi pada 
tingkat kabupaten di ke empat koridor Jawa 
Timur. Ini menunjukkan masih perlu 

 
 

pembenahan di segala sektor untuk lebih 
dipacu pertumbuhannya. 

Saran 
a. Diperlukan penanganan yang lebih serius dari 

pihak terkait untuk mengejar ketertinggalan 
dari daerah yang relatif tertinggal agar bisa 
sejajar dengan pertumbuhan kecamatan lain 
yang lebih maju baik dari pertumbuhan 
maupun pendapatan per kapita. 

b. Perlu adanya perhatian dari pemerintah pada 
tingkat kecamatan untuk lebih memacu sektor 
unggulan agar bisa mengejar ketinggalannya 
dengan kecamatan yang lain. Sektor yang 
sudah unggul dipertahankan posisinya, 
sedangkan yang belum unggul dipacu agar bisa 
menjadi unggulan kecamatan tersebut. 
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